
GUBERNUR PAPUA BARAT

PERATURAN GUBERNUR PAPUA BARAT

NOMOR 12 TAHUN 2012

TENTANG

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2011

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang

GUBERNUR PAPUA BARAT,

a. bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal
8 Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat
Nomor 1 Tahun 2012, tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2011, perlu
ditetapkan Peraturan Gubernur Papua
Barat tentang Penjabaran
Pertanggungawaban Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Provinsi Papua Barat Tahun
Anggaran 2011 sebagai rincian lebih
lanjut dari Pertangggungjawaban
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah 2011;
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Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999
tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya
Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat,
Kabupaten __ Paniai, Kabupaten Mimika,
Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3894) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun
2000 tentang Perubahan atas Undang-
undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah,
Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten
Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten
Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3960) sesuai
Putusan Mahkamah Konstitusi Republik
Indonesia Nomor 018/PUU-I/2003;

2. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001
tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi
Papua (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2001 Nomor 135,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4151); sebagaimana telah
diubah dengan Undang-undang Nomor 35
Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-undang
Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan
Undang—undang Nomor 21 Tahun 2001
tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi
Papua menjadi Undang-undang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4884);

3. Undang—Undang Nomor 17 Tahun 2003
tentang Keuangan Negara (Lembaran
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Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004
tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran
Negara Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004
tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan
Tanggungjawab Keuangan Negara
(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4437),
sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Undang-undang Nomor 12
Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4844);

7. Undang—Undang Nomor 33 Tahun 2004
tentang Perimbangan Keuangan Antar
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4438);

8. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009
Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat,
Dewan Perwakilan Rakyat , Dewan
Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
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10.

11.

12.

13.

123,Tambahan Lembaran Negara Nomor
5043);
.Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009
tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5049);
Undang—Undang Nomor 12 Tahun 2011
Pembentukan Peraturan perundang—
undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun
2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala
Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4028);
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun
2004 tentang Kedudukan Protokoler dan
Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Daerah (Lembaran Negara
Republik IndonesiaTahun 2004 Nomor 90,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4416), sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun
2008 tentang Perubahan Ketiga Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun
2004 tentang Kedudukan Protokoler dan
Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Daerah (Lembaran Negara
Republik IndonesiaTahun 2008 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4712);
Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun
2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran
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14.

15.

16.

17.

18.

Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4575);
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun
2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4578);
Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun
2005 tentang Pedoman Pembinaan dan
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 165,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4593);
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006
tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja
Instansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 26,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4614);
Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007
tentang Laporan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah,
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban
Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah dan Informasi Laporan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
kepada Masyarakat (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4693);
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun
2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi, dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota
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(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4737);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun
2010 tentang Pedoman Penyusunan
Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 22,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5104);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun
2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas
dan Wewenang serta Kedudukan keuangan
Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di
Wilayah Provinsi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5107) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan
atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun
2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas
dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan
Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di
Wilayah Provinsi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5209);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun
20 1 0 tentang Standar Akuntansi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 123,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5165);

22. Peraturan Presiden Republik Indonesia
Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan
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Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Presiden Nomor
70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua
atas Peraturan Presiden Republik Indonesia
Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah;

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah, sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21
Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah;

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65
Tahun 2007 tentang Pedoman Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah dan
Rancangan Peraturan Kepala Daerah
tentang Penjabaran Pertanggungjawaban
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah;

25. Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat
Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok
Pengelolaan Keuangan Daerah;

26. Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat
Nomor 7 Tahun 2011 tentang Perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2011;

27. Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat
Nomor 1 Tahun 20 1 2 tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 201 1;
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Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA BARAT
dan

GUBERNUR PAPUA BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR PAPUA BARAT
TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNG-
JAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2011.

Pasal 1

Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2011 terdiri
atas:
1. Pendapatan

&) Pendapatan Asli Daerah Rp. 152.163.908.940,53
b) Pendapatan Transfer Rp. 3.540.720.257.032,00
c) Lain-lain Pendapatan yang sah Rp. 7 .000.000.000,00
Jumlah Pendapatan Rp. 3.699.884.165.972,53

2. Belanja
a) Belanja Operasi

1. Belanja Pegawai Rp. 255.646.758.351,00
2. Belanja Barang dan Jasa Rp. 773.885.467.292,00
3. Belanja Subsidi Rp. 0,00
4. Belanja Hibah Rp. 430.006.447.000,00
5. Belanja Bantuan Sosial Rp. 133.090.172.006,00
6. Belanja Bantuan Keuangan Rp. 958.337.862.157,00

Jumlah Rp.2.550.966.706.806,00
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b) Belanja Modal
.Belanja
Belanja
Belanja

Belanja

9999350

Belanja
Jumlah

Tanah
Peralatan dan Mesin

Bangunan dan Gedung
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan

Aset Tetap lainnya
Aset Lainnya

Belanja Tidak Terduga
Total Belanja

3. Transfer

a) Bagi Hasil Pajak ke Kabupaten/Kota

b) Bagi Hasil Retribusi ke Kabupaten/Kota
c) Bagi Hasil Pendapatan Lainnya

ke Kabupaten/Kota

4. Pembiayaan

Jumlah
Total Belanja dan transfer
Surplus / Defisit

a. Penerimaan Daerah
b. Pengeluaran Daerah

Jumlah Pembiayaan Netto

Selisih Lebih Pembiayaan Anggaran
tahun berkenaan

Rp.

Rp.

Rp.

20.795.300.000,00
151.942.089.549,00
l63.642.547.079,00

Rp. 246.163.388.448,00
Rp. 23.577.005.000,00
Rp. 0,00
Rp. 606. 120.330.076,00

Rp. 0,00
Rp. .157.087.036.882 00

Rp. 472.872.917.670,00

Rp. 0,00

R. 0 00
R.p 472. 872. 917. 670,00
Rp. 3.629.959.954.552,00
Rp

Rp, 3.183.633.125,51
Rp. 25.000.000.000,00

Rp. 28.183.633. 125 51

Rp. 98.107.844.546 0
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Pasal 2
Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut dalam
Lampiran I Peraturan Gubernur ini.

Pasal 3
Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran dan Rincian
Aset Tetap per jenis dan per SKPD sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut ke dalam
Lampiran Penjabaran Laporan Pertanggungjawaban
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2011.

Pasal 4
Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran dan Rincian
Aset Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
tercantum dalam Lampiran II Peraturan Gubernur
ini.

Pasal 5
Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 dan
Pasal 4 merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dari Peraturan Gubernur Papua Barat ini.

Pasal 6
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan
pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Papua
Barat.
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Ditetapkan di Manokwari
pada tanggal 26 September 2012

GUBERNUR PAPUA BARAT,

CAP/TTD

ABRAHAM o. ATURURI

Diundangkan di Manokwari
pada tanggal 26 September 2012

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI PAPUA BARAT,

CAP/TTD

MARTHEN LUTHER RUMADAS

BERITA DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN 2012 NOMOR 193

Untuk salinan yang sah sesuai aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

617?”
WAFIK WURYANTO

Pembina TK. I
NIP. 19570830 198203 1 005
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